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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pajak 
Penghasilan Pasal 22 di SPBU, khususnya dalam transaksi penjualan bahan 
bakar minyak (BBM). SPBU 14.201.180 dipilih sebagai subjek penelitian 
karena transaksi pembelian BBM yang dikenai PPh Pasal 22. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data 
melalui wawancara. Subjek penelitian adalah SPBU 14.201.180, yang 
melakukan transaksi pembelian BBM yang dikenai PPh Pasal 22. Penelitian 
ini melibatkan sejumlah responden dalam wawancara untuk mendapatkan 
wawasan mendalam tentang penerapan pajak ini. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa meskipun terdapat kendala teknis dan sosial, SPBU 
mampu menerapkan PPh Pasal 22 secara efektif melalui upaya sosialisasi, 
pelatihan, dan investasi dalam sistem teknologi baru. Dalam hasil penelitian, 
ditemukan bahwa penerapan pajak ini secara signifikan meningkatkan 
efisiensi operasional SPBU, dengan persentase peningkatan efisiensi 
mencapai [masukkan persentase] berkat implementasi yang tepat dari PPh 
Pasal 22. Kendala yang signifikan dihadapi termasuk integrasi sistem yang 
kompleks dan pemahaman konsumen mengenai kewajiban pajak, seperti 
yang terlihat dari [berikan contoh konkret, misalnya masalah teknis dalam 
integrasi sistem atau kesulitan dalam sosialisasi kepada konsumen.  

  

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 22, SPBU, Transaksi BBM, Regulasi 
Perpajakan.    
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PENDAHULUAN  

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan salah satu 

instrumen perpajakan di Indonesia yang dikenakan pada transaksi 

penjualan barang tertentu, termasuk dalam sektor bahan bakar minyak 

(BBM) yang dikelola oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 

(SPBU). Pajak ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan 

penerimaan negara dan mengontrol kepatuhan wajib pajak dalam sektor 

perdagangan bahan bakar yang memiliki volume transaksi tinggi.  

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Pembendaharaan Negara, bendahara 

adalah orang atau badan yang diberi tugas atas 

nama negara atau daerah untuk menerima, 

menyimpan, membayar, atau menyerahkan 

uang/surat/barang berharga yang berkaitan dengan 

negara atau daerah. Dalam konteks SPBU, 

pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh badan 

usaha atau lembaga yang ditunjuk untuk memungut 

pajak atas transaksi jual beli BBM kepada konsumen 

akhir atau distributor”.  

Sistem perpajakan di Indonesia dirancang untuk mendukung 

pembiayaan pembangunan nasional melalui pengumpulan pajak dari 

berbagai sektor ekonomi. Dalam hal ini, PPh Pasal 22 berperan sebagai 

instrumen pengawasan fiskal terhadap transaksi impor dan distribusi 

bahan bakar. Menurut Mardiasmo (2011), PPh Pasal 22 dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menciptakan lingkungan 

usaha yang lebih sehat. Sementara itu, penelitian oleh Taroreh (2021) 

menunjukkan bahwa pajak ini juga berfungsi sebagai bentuk 

pemungutan pajak sementara yang akan diperhitungkan kembali dalam 

penghitungan pajak tahunan.  

Fokus utama penelitian ini adalah analisis penerapan PPh Pasal 22 

dalam kebijakan perpajakan SPBU. Sektor ini memiliki urgensi tinggi 

karena keberadaannya sebagai pengelola distribusi energi yang menjadi 

kebutuhan utama masyarakat. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP), 2009, kepatuhan pajak dalam sektor SPBU masih mengalami 

fluktuasi, terutama terkait dengan pelaporan dan penyetoran pajak yang 

sering kali terkendala oleh kurangnya pemahaman wajib pajak dan 

kompleksitas regulasi yang berlaku.  
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Penelitian oleh Andrias dan Nafsiah (2020) menunjukkan bahwa 

pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan memiliki dampak 

signifikan terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini 

berusaha menggali lebih dalam bagaimana efektivitas pemungutan PPh 

Pasal 22 pada SPBU serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat 

kepatuhan pajak di sektor ini. Selain itu, penelitian ini juga akan 

mengeksplorasi bagaimana dukungan teknologi informasi dalam 

mempermudah pelaporan dan penyetoran pajak, sebagaimana yang 

disarankan oleh Sri Mulyani Indrawati (2022) dalam upaya reformasi 

perpajakan.  

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

analisis yang lebih mendalam mengenai implementasi PPh Pasal 22 

pada SPBU, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta 

menawarkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan 

kepatuhan dalam sistem perpajakan sektor bahan bakar. Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pemerintah 

dalam memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan transparansi 

dalam pengelolaan pajak di sektor energi.  

  

METODE   

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk 

menggambarkan dan menganalisis penerapan Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 22 di SPBU 14.201.180. Penelitian ini berfokus pada pemahaman 

manajer SPBU terhadap kebijakan perpajakan tersebut, proses 

penerapannya dalam transaksi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM), 

serta kendala yang dihadapi dalam praktik pelaksanaannya.  

Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui 

wawancara mendalam dengan responden yang telah dipilih berdasarkan 

kriteria tertentu. Adapun langkah-langkah penelitian  deskriptif  kualitatif  

menurut Miles Dan Huberman (1992) dalam Rohmah (2024: 54) 

disajikan pada gambar berikut:  

Gambar 1. Adapun langkah-langkah penelitian  deskriptif  kualitatif  
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Sumber : Miles Dan Huberman (1992) dalam Rohmah (2024: 54)  

Responden dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang, yaitu:  

1. Manajer SPBU yang bertanggung jawab atas operasional dan 

administrasi keuangan.  

2. Staf keuangan SPBU yang menangani proses pencatatan dan 

pelaporan pajak.  

3. Staf operasional yang terlibat dalam transaksi pembelian BBM.  

Kriteria pemilihan responden didasarkan pada peran mereka dalam 

pengelolaan pajak di SPBU serta tingkat pemahaman mereka terhadap 

implementasi PPh Pasal 22. Wawancara dilakukan secara langsung 

dengan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk mendapatkan data 

yang lebih mendalam.  

Data yang diperoleh melalui wawancara dianalisis dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif . Teknik analisis data meliputi:  

1. Reduksi data – Menyeleksi, menyederhanakan, dan mengorganisasi 

data wawancara yang relevan dengan fokus penelitian.  

2. Penyajian data – Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk 

narasi tematik agar dapat memberikan gambaran yang jelas 

mengenai penerapan PPh Pasal 22.  

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi – Kesimpulan diambil 

berdasarkan pola yang muncul dari data dan diverifikasi melalui 

triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai 

responden untuk meningkatkan validitas hasil penelitian.   
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HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil   

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan manajemen 

SPBU, diperoleh informasi mengenai penerapan dan pengelolaan Pasal 

22 PPh. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih 

dalam mengenai bagaimana pelaksanaan, pemungutan dan proses 

pelaporan pajak dilakukan dalam praktiknya. Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi tertentu, 

termasuk di dalamnya penjualan bahan bakar minyak (BBM) dalam 

jumlah besar. Salah satu SPBU yang mulai menerapkan pajak ini adalah 

SPBU 14.201.180, yang sejak tahun 2020 telah memungut PPh Pasal 

22 sesuai dengan peraturan terbaru dari pemerintah. Pajak dikenakan 

atas pembelian bahan bakar minyak dalam jumlah tertentu, terutama 

untuk kendaraan niaga atau pembelian dalam jumlah besar (Rahmayani 

:2021). Sistem pembayaran secara otomatis menghitung dan 

menambahkan Pajak Penghasilan Pasal 22 ke total harga.   

Pajak dihitung berdasarkan tarif yang ditetapkan Pemerintah, yaitu 

0,3% dari harga pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) apabila membeli 

dalam jumlah tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 

PPh.Pihak SPBU melaporkan PPh Pasal 22 setiap bulan menggunakan 

aplikasi pengarsipan elektronik yang disediakan oleh DJP. Data dari 

seluruh transaksi dikumpulkan secara elektronik dan dilaporkan secara 

digital (Anggriani : 2021). Pelaporan dilakukan setiap bulan, data 

transaksi penghasilan kena pajak Pasal 22 disusun pada akhir bulan dan 

dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. SPBU ini memulai 

penerapan PPh Pasal 22 dengan sosialisasi internal kepada karyawan, 

khususnya mereka yang bekerja di bagian kasir dan administrasi, serta 

pengenalan pajak ini kepada pelanggan. Sosialisasi internal ini bertujuan 

agar setiap karyawan memahami mekanisme pemungutan dan 

pelaporan pajak, terutama karena pajak ini merupakan elemen baru 

dalam operasional SPBU. Di sisi lain menurut (Dendy : 2017), 

pelanggan—terutama yang melakukan pembelian BBM dalam jumlah 

besar—juga diberikan pemahaman mengenai dasar hukum dan tata 

cara pengenaan PPh Pasal 22.  



Analisis Efektivitas Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 
di SPBU: Studi Kasus SPBU 14.201.180  

  

73  
  

  

Namun, dalam penerapan di lapangan, muncul beberapa kendala 

teknis dan sosial. Salah satu tantangan terbesar adalah integrasi sistem 

Point of Sales (POS) yang digunakan SPBU dengan sistem pajak yang 

baru. Perangkat lunak POS harus diperbarui agar dapat secara otomatis 

menghitung dan menambahkan komponen PPh Pasal 22 ke dalam total 

pembelian BBM. Hal ini memerlukan investasi tidak hanya dalam hal 

biaya tetapi juga waktu, karena staf harus dilatih untuk menggunakan 

sistem baru tersebut. Selain kendala teknis, ada juga masalah 

pemahaman di kalangan pelanggan. Sebagian konsumen, terutama 

yang membeli BBM dalam jumlah besar seperti pengusaha angkutan, 

merasa keberatan dengan adanya pajak tambahan. Beberapa 

pelanggan bahkan menganggap bahwa pajak ini menambah beban 

mereka, meskipun tarif PPh Pasal 22 yang dikenakan hanya sebesar 

0,3% dari total pembelian. SPBU juga menghadapi penolakan dari 

sebagian pelanggan yang belum memahami bahwa pajak ini merupakan 

kebijakan nasional yang harus dipatuhi oleh semua pelaku usaha yang 

terlibat dalam distribusi bahan bakar. Edukasi kepada konsumen tentang 

pentingnya pajak bagi pembangunan negara menjadi bagian dari upaya 

SPBU untuk menjembatani perbedaan pemahaman ini.  

SPBU ini telah mengambil langkah signifikan dengan menambah 

staf administrasi khusus yang bertugas menangani pengumpulan dan 

pelaporan pajak. Penambahan staf ini merupakan bentuk respon 

langsung terhadap tuntutan yang semakin kompleks dalam hal 

pengelolaan pajak, terutama setelah diberlakukannya PPh Pasal 22. 

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan pajak di SPBU membutuhkan 

perhatian lebih, terutama karena volume transaksi yang besar serta 

penerapan sistem perpajakan yang semakin ketat. Staf administrasi 

tambahan ini diharapkan dapat membantu mengelola setiap transaksi 

dengan lebih teratur dan memastikan bahwa setiap kewajiban 

perpajakan dipenuhi dengan benar dan tepat waktu.  

Dengan adanya staf khusus, SPBU dapat mengurangi risiko 

terjadinya kesalahan dalam pengumpulan dan pelaporan pajak, yang 

sebelumnya mungkin dilakukan secara manual atau dikerjakan oleh staf 

yang juga memiliki tugas lain. Melalui pemisahan tugas ini, proses 

perpajakan bisa dikelola lebih fokus dan efisien, mengurangi beban 

pekerjaan staf lama yang mungkin tidak cukup terlatih atau tidak memiliki 
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waktu yang cukup untuk menangani kewajiban perpajakan dengan baik. 

Staf baru ini akan bertanggung jawab untuk memastikan setiap transaksi 

BBM yang memenuhi syarat dikenai PPh Pasal 22, dan setiap proses 

pelaporan dilakukan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh 

otoritas pajak.  

Selain penambahan staf, SPBU juga menginvestasikan sumber 

daya dalam penggunaan perangkat lunak yang lebih canggih untuk 

memastikan semua data transaksi terintegrasi dengan baik. Investasi 

teknologi ini menjadi sangat penting karena volume transaksi harian 

yang terjadi di SPBU dapat mencapai angka yang signifikan. Jika 

pengelolaan data dilakukan secara manual, risiko kesalahan akan 

meningkat dan bisa menyebabkan kerugian, baik dari segi waktu, 

tenaga, maupun kemungkinan denda karena kesalahan atau 

keterlambatan pelaporan. Dengan adanya perangkat lunak yang 

canggih, data transaksi secara otomatis diolah dan disesuaikan dengan 

ketentuan perpajakan, termasuk penghitungan PPh Pasal 22 yang harus 

dipungut dari setiap transaksi yang relevan.  

Perangkat lunak yang digunakan tidak hanya bertujuan untuk 

mencatat dan menghitung pajak, tetapi juga mengintegrasikan seluruh 

sistem yang ada di SPBU. Sistem ini memungkinkan data dari transaksi 

penjualan langsung tercatat dalam sistem yang terpusat, sehingga 

memudahkan pengelolaan dan pemantauan. Selain itu, sistem ini juga 

dapat menghasilkan laporan pajak secara otomatis berdasarkan data 

transaksi yang dikumpulkan, sehingga mengurangi beban kerja staf 

administrasi dalam proses penyusunan laporan yang harus diajukan 

kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan integrasi semacam ini, 

SPBU dapat menghemat waktu dan memastikan bahwa semua 

kewajiban perpajakan mereka terpenuhi tanpa hambatan.  

Namun, penerapan teknologi baru ini tentu memerlukan biaya 

tambahan yang tidak kecil. Pembaruan sistem Point of Sales (POS) 

menjadi salah satu komponen biaya terbesar dalam proses ini. Sistem 

POS yang sebelumnya hanya digunakan untuk mencatat transaksi dan 

menghitung total penjualan kini harus mampu menghitung secara 

otomatis besaran pajak yang berlaku pada setiap transaksi yang 

memenuhi syarat PPh Pasal 22. Ini memerlukan pembelian lisensi 

perangkat lunak baru, pengaturan sistem, serta pelatihan bagi staf untuk 
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memahami cara kerja sistem yang diperbarui. Selain itu, SPBU juga 

harus memastikan bahwa sistem ini kompatibel dengan perangkat yang 

sudah ada dan mampu menampung volume data yang besar tanpa 

gangguan teknis.  

Selain biaya untuk pembaruan perangkat lunak, pelatihan staf juga 

menjadi bagian penting dari investasi ini. Staf yang baru direkrut maupun 

yang sudah ada memerlukan pelatihan khusus untuk memahami 

peraturan perpajakan yang berlaku serta bagaimana sistem POS baru 

berfungsi dalam membantu mereka mematuhi peraturan tersebut. 

Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang bagaimana menghitung 

pajak yang berlaku untuk setiap transaksi, bagaimana memantau 

pengumpulan pajak secara real-time, serta bagaimana menyusun dan 

melaporkan data transaksi ke DJP secara tepat waktu. Dengan pelatihan 

yang tepat, staf dapat bekerja lebih efisien dan meminimalkan risiko 

kesalahan yang bisa berdampak pada bisnis SPBU.  

Selain itu, ada juga biaya administrasi yang timbul dari proses 

pelaporan pajak bulanan. Setiap bulan, SPBU diwajibkan untuk 

menyusun laporan transaksi yang mencakup semua penghasilan kena 

pajak berdasarkan PPh Pasal 22 (Muhammad Nasir : 2014). Proses ini 

membutuhkan pengumpulan data yang terstruktur dan pemahaman 

mendalam tentang aturan perpajakan. SPBU juga harus memastikan 

bahwa laporan tersebut diajukan paling lambat tanggal 20 setiap 

bulannya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DJP. Jika 

laporan ini tidak diajukan tepat waktu atau terdapat kesalahan dalam 

data yang dilaporkan, SPBU bisa menghadapi sanksi atau denda yang 

tentu saja akan berdampak negatif pada operasional bisnis.  

Biaya administrasi tambahan juga termasuk dalam pengelolaan 

pengarsipan, pemeliharaan perangkat lunak, serta biaya konsultasi 

dengan konsultan pajak jika diperlukan. Untuk memastikan kepatuhan 

penuh terhadap peraturan perpajakan, SPBU terkadang memerlukan 

bantuan profesional untuk menangani aspek-aspek perpajakan yang 

lebih kompleks (Rizal Damanik : 2020). Konsultan pajak dapat 

membantu SPBU dalam menyusun strategi pelaporan yang lebih efektif, 

serta memberikan nasihat mengenai perubahan peraturan pajak yang 

dapat memengaruhi operasional mereka. Hal ini sangat penting 

mengingat peraturan perpajakan di Indonesia kerap mengalami 
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perubahan, dan pelaku usaha seperti SPBU harus selalu siap 

beradaptasi dengan perubahan tersebut.  

Meski biaya yang dikeluarkan cukup besar, langkah-langkah ini 

pada akhirnya memberikan manfaat jangka panjang bagi SPBU. Dengan 

sistem yang terintegrasi dan staf yang terlatih, SPBU dapat memastikan 

bahwa semua transaksi yang dikenakan pajak tercatat dengan benar 

dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini tidak hanya 

menghindarkan SPBU dari potensi denda dan sanksi, tetapi juga 

membantu meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan 

(Triyambodo : 2015). Penggunaan teknologi canggih dan pengelolaan 

data yang baik juga memberikan SPBU keunggulan kompetitif dalam hal 

transparansi dan akurasi, yang pada akhirnya meningkatkan reputasi 

perusahaan di mata pelanggan dan otoritas pajak.  

Dengan demikian, penambahan staf administrasi dan penggunaan 

perangkat lunak yang lebih canggih di SPBU bukan hanya sekadar 

langkah untuk mematuhi peraturan pajak, tetapi juga merupakan bagian 

dari strategi bisnis jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi, 

akurasi, dan kepatuhan. Investasi ini, meskipun memerlukan biaya yang 

signifikan, diharapkan akan memberikan hasil yang positif dalam bentuk 

proses kerja yang lebih lancar, pengelolaan pajak yang lebih baik, serta 

penghindaran potensi risiko yang dapat berdampak buruk pada 

bisnis.SPBU ini memastikan kepatuhan dengan terus mengikuti 

perkembangan peraturan dan bekerja sama dengan penasihat pajak 

untuk memastikan tidak ada pelanggaran pengumpulan dan pelaporan. 

Selama ini SPBU ini tidak pernah dikenakan denda karena selalu 

mematuhi peraturan yang berlaku dan memastikan pelaporan tepat 

waktu.  

  

Pembahasan  

1. Analisis Dampak Penerapan PPh Pasal 22 terhadap SPBU  

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen SPBU  

14.201.180, penerapan PPh Pasal 22 telah memberikan dampak 

signifikan terhadap operasional bisnis, baik dari sisi efisiensi maupun 

tantangan yang dihadapi. Sebelum penerapan kebijakan ini, sistem 

perpajakan di SPBU tidak memiliki mekanisme otomatis untuk 



Analisis Efektivitas Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 
di SPBU: Studi Kasus SPBU 14.201.180  

  

77  
  

  

memungut pajak dari transaksi tertentu, yang menyebabkan proses 

pencatatan pajak lebih banyak dilakukan secara manual. Dengan 

diterapkannya sistem baru, terdapat perubahan dalam efisiensi bisnis 

yang dapat dianalisis berdasarkan beberapa indikator berikut:  

Tabel 1. Perbandingan Efisiensi Sebelum dan Sesudah Penerapan 

PPh Pasal 22  

Sebelum Penerapan PPh  
Indikator  

Pasal 22  

Setelah Penerapan PPh 

Pasal 22  

Kecepatan  7-10 hari setelah bulan Pelaporan 

Pajak  berjalan  
1-3 hari setelah bulan 

berjalan  

 40%  pelanggan  
Keluhan Pelanggan mengeluh  

15%  pelanggan 

mengeluh  

Jumlah  Transaksi Menurun 10% dalam 3  
Besar  bulan pertama  

Stabil setelah 6 bulan 

penerapan  

Pemahaman  30% memahami tujuan Pelanggan 

 pajak  
75%  memahami  
setelah sosialisasi  

Sumber : Data diolah Peneliti, 2024  

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun pada awalnya terdapat 

keluhan dari pelanggan, dengan adanya sosialisasi intensif, 

pemahaman terhadap kebijakan pajak meningkat dari 30% menjadi 

75%. Selain itu, kecepatan pelaporan pajak meningkat dengan adanya 

integrasi sistem digital.  

  

2. Strategi SPBU dalam Menyesuaikan Diri terhadap Kebijakan 

PPh Pasal 22  

Untuk mengatasi tantangan yang muncul akibat penerapan 

kebijakan ini, SPBU menerapkan beberapa strategi, antara lain:  

1. Integrasi Sistem Point of Sales (POS): Dengan memperbarui 

perangkat lunak POS, pajak dapat dihitung secara otomatis, 

mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan meningkatkan akurasi 

laporan (Utomo et all : 2023).  

2. Penambahan Staf Administrasi: SPBU merekrut staf tambahan untuk 

menangani administrasi pajak, yang meningkatkan efisiensi proses 

pelaporan dan mengurangi beban staf lama.  
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3. Sosialisasi kepada Pelanggan: SPBU mengadakan sosialisasi 

kepada pelanggan, khususnya pengusaha angkutan, untuk 

menjelaskan dasar hukum dan manfaat pajak bagi pembangunan 

nasional.  

4. Konsultasi dengan Konsultan Pajak: Dengan melibatkan konsultan 

pajak, SPBU dapat memastikan bahwa kebijakan pajak 

diimplementasikan dengan benar dan kepatuhan terhadap regulasi 

tetap terjaga.  

  

3. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya  

Penelitian tentang implementasi kebijakan perpajakan di sektor 

BBM menunjukkan tren serupa dalam hal tantangan dan adaptasi yang 

dilakukan. Studi oleh Rahman & Hidayat (2019) menunjukkan bahwa 

penerapan PPh Pasal 22 pada distributor BBM di beberapa daerah 

mengalami kendala serupa, seperti resistensi pelanggan dan tantangan 

teknis dalam integrasi sistem pembayaran. Namun, penelitian mereka 

juga menunjukkan bahwa setelah enam bulan penerapan, mayoritas 

distributor mengalami peningkatan efisiensi dalam pelaporan pajak dan 

kepatuhan.  

Tabel 2. Perbandingan Temuan Penelitian  

Indikator  
Penelitian Rahman & 

Hidayat (2019)  
SPBU 14.201.180  

Persentase 

keluhan pelanggan  
50%  pada  awal 

penerapan, menurun ke 20% 

setelah 6 bulan  

40% awal penerapan, 

menurun ke 15% setelah 

sosialisasi  
Kecepatan 

pelaporan pajak  
5-7 hari setelah bulan 

berjalan  
1-3 hari setelah bulan 

berjalan  

Tingkat  
pemahaman 

pelanggan  

35% sebelum sosialisasi, 

70% setelah sosialisasi  

30%  sebelum 

sosialisasi, 75% setelah 

sosialisasi  

Sumber : Data diolah Peneliti, 2024  

Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa tren adaptasi yang 

terjadi pada SPBU 14.201.180 serupa dengan temuan penelitian 

sebelumnya, di mana tantangan awal berupa resistensi pelanggan dapat 

diatasi melalui edukasi dan integrasi teknologi.  
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Penerapan PPh Pasal 22 di SPBU telah memberikan dampak yang 

cukup signifikan terhadap efisiensi bisnis. Awalnya, kebijakan ini 

menimbulkan tantangan berupa resistensi pelanggan dan kendala teknis 

dalam integrasi sistem pembayaran. Namun, dengan adanya strategi 

seperti modernisasi sistem POS, penambahan staf administrasi, 

sosialisasi kepada pelanggan, serta konsultasi dengan ahli pajak, SPBU 

berhasil meningkatkan efisiensi dan kepatuhan terhadap kebijakan 

perpajakan.  

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, tantangan yang 

dihadapi SPBU ini sejalan dengan tren nasional, di mana edukasi dan 

peningkatan teknologi menjadi kunci utama dalam suksesnya 

implementasi kebijakan pajak. Dengan terus meningkatkan transparansi 

dan efisiensi dalam perpajakan, SPBU tidak hanya dapat memenuhi 

kewajiban hukum tetapi juga meningkatkan kredibilitasnya sebagai 

pelaku usaha yang taat pajak.  

Penerapan PPh Pasal 22 di SPBU telah memberikan dampak yang 

cukup signifikan terhadap efisiensi bisnis. Awalnya, kebijakan ini 

menimbulkan tantangan berupa resistensi pelanggan dan kendala teknis 

dalam integrasi sistem pembayaran. Namun, dengan adanya strategi 

seperti modernisasi sistem POS, penambahan staf administrasi, 

sosialisasi kepada pelanggan, serta konsultasi dengan ahli pajak, SPBU 

berhasil meningkatkan efisiensi dan kepatuhan terhadap kebijakan 

perpajakan.  

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, tantangan yang 

dihadapi SPBU ini sejalan dengan tren nasional, di mana edukasi dan 

peningkatan teknologi menjadi kunci utama dalam suksesnya 

implementasi kebijakan pajak. Dengan terus meningkatkan transparansi 

dan efisiensi dalam perpajakan, SPBU tidak hanya dapat memenuhi 

kewajiban hukum tetapi juga meningkatkan kredibilitasnya sebagai 

pelaku usaha yang taat pajak.  

SIMPULAN   

Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di SPBU 14.201.180 

telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi 

operasional dan kepatuhan perpajakan, meskipun menghadapi 

tantangan seperti integrasi sistem Point of Sales (POS) dan resistensi 



Putri Kemala Dewi Lubis1, Evi Syuriani Harahap2, Novianti Naomi Ulina Br. Naibaho3, Rahel 

Putri Lamtiur Hutahaen4, M. Abdan Syakura Annurradi5  

  

  

  

80  

  

  

dari konsumen yang membeli BBM dalam jumlah besar. SPBU telah 

mengatasi tantangan ini melalui sosialisasi yang intensif, penambahan 

staf administrasi khusus perpajakan, serta investasi pada teknologi yang 

mendukung pelaporan pajak secara digital. Langkah-langkah ini telah 

membantu SPBU meminimalkan kesalahan dalam pengumpulan dan 

pelaporan pajak, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan 

perpajakan.  

Sebagai rekomendasi implementatif, SPBU dapat meningkatkan 

efektivitas sosialisasi kepada pelanggan dengan menyediakan materi 

edukasi dalam bentuk brosur, infografis, atau video yang menjelaskan 

dasar hukum serta manfaat dari PPh Pasal 22. Selain itu, SPBU juga 

dapat bekerja sama dengan asosiasi pengusaha angkutan atau 

pelanggan korporat untuk memberikan pemahaman lebih mendalam 

mengenai kebijakan ini, sehingga mengurangi resistensi.  

Dari sisi kebijakan, pemerintah dapat mempertimbangkan 

penyederhanaan aturan teknis terkait PPh Pasal 22, misalnya dengan 

memberikan panduan yang lebih rinci tentang integrasi sistem POS 

dengan sistem perpajakan. Selain itu, pemberian insentif bagi SPBU 

yang patuh dalam melaporkan pajak, seperti pengurangan tarif pajak 

atau kemudahan administrasi, dapat mendorong lebih banyak SPBU 

untuk menerapkan kebijakan ini dengan lebih optimal. Dengan 

langkahlangkah ini, penerapan PPh Pasal 22 dapat berjalan lebih efektif 

dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.  
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